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ABSTRAK 
 
Muhammad Taufik Wahab, B11112259, “Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu” 
(Studi Kasus Putusan Nomor. 1322/Pid.B/2014/PN.Mks). Penulisan 
Skripsi ini dibimbing oleh Prof. Dr. Muhadar,S.H.,M.H, selaku 
pembimbing I dan Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H, selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum 
materill  dan pertimbanagan hukum hakim dalam tindak pidana 
penganiayaan yang direncanakan terkebih dahulu yang terdapat dalam 
putusan Nomor: 1322/Pid.B/2014/PN. Mks. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengandilan Negeri Makassar dan 
beberpa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu Perpustakaan 
Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas 
Hasanuddin, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 
kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Data diperoleh dari data 
sekunder dari hasil wawancara diolah dan dianalisis secara kualitatif dan 
disajikan secara deskriptif. 
Hasil penelitian ini menerangkan 1). Berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan, maka pembuktian mengenai unsur-unsur 
tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sebagaimana diketahui 
bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan dengan dakwaan sebagai 
berikut :  Primair : Pasal 353 Ayat (1) KUHP dan Subsidair  : Pasal 351 
Ayat (1) KUHP. Dan berdasarkan fakta yang ada di persidangan baik 
menyangkut barang bukti maupun alat bukti menyangkut tindak pidan 
penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana dalam 
perkara Nomor : 1322/Pid.B/2014/PN.Mks, oleh karena semua unsur 
tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 353 Ayat 
(1) KUHP telah terbukti dan pada diri terdakwa tidak ditemuakan alasan 
pembenar maupun pemaaf yang dapat meniadakan pertanggung jawaban 
pidana, maka terhadap terdakwa harus dipersalahkan melakukan tindak 
pidana “penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu” berdasarkan 
pasal 353 Ayat (1) oleh karena itu harus dipertanggung jawabkan secara 
pidana atas perbuatannya. 2). Dalam menjatuhkan putusan, seorang 
hakim berpegang pada asas “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa“. Dan yang menjadii pertimbangan selain hal–hal yang 
meringankan maupun memberatkan terdakwa, adalah fakta di 
persidangan yang terungkap tentang peristiwa yang terjadi dan 
didasarkan pada tututan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam perkara 
1322/Pid.B/2014/PN.Mks, hakim menjatuhkan putusan 1 (satu) tahun, 6 
(enam) bulan penjara lebih ringan dari  tuntutan jaksa yaitu 2 (dua) tahun, 
2 (dua) bulan.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia sebagaimana dijelaskan secara tegas di dalam 
Undang-undang Dasar 1945 merupakan negara hukum. Negara hukum 
menghendaki agar hukum ditegakkan, artinya hukum harus dihormati dan 
ditaati oleh siapapun tanpa terkecuali. Sebagai negara hukum Indonesia 
bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan 
kesejahteraan di dalam kehidupan bermasyarakat. 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber 
pokok hukum pidana materiil, memuat tentang rumusan-rumusan tindak 
pidana tertentu. Mengenai aturan umum dimuat dalam Buku I, sedangkan 
Buku II tentang kejahatan dan Buku III tentang pelanggaran. 
Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan 
dalam undang-undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk 
undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu 
kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan 
perbuatan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barang siapa yang 
melanggarnya, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan 
hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut. 
Walaupun kehidupan kita telah dibentengi oleh hukum, namun 
tetap saja terjadi perubahan struktur tata nilai sosial budaya di dalam 
masyarkat dewasa ini. Perubahan struktur tersebut meliputi segala aspek 
kehidupan. Salah satu penyebab perubahan tersebut yaitu kemajuan ilmu 
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pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi tersebut tidak hanya berdampak positif tapi juga negatif terhadap 
pola perilaku individu. Dampak negatifnya antara lain timbulnya berbagai 
bentuk kejahatan yang mengalami perkembangan seiring berkembangnya 
ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kualitas yang semakin berat, 
kejam dan sadis. 
Ada berbagai macam kejahatan, contohnya kejahatan terhadap 
tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan 
penganiayaan dan pembunuhan. Kedua jenis kejahatan ini sangat erat 
hubungannya satu sama lain, karena pembunuhan hampir selalu didahului 
dengan penganiayaan. Apalagi yang akhir-akhir ini sering terjadi adalah 
tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu. 
Di negara kita hampir setiap hari terjadi penganiayaan, baik yang 
disengaja atau karena kesalahan dan kelalaian. Penganiayaan sering 
terjadi hanya karena masalah sepele, misalnya hanya karena 
bersenggolan di jalan atau hanya karena tersinggung dengan perkataan si 
korban. Sering juga penganiayaan terjadi karena dendam lama yang 
mebuat pelaku berencana untuk melakukan penganiayaan terhadap si 
korban.  
Dewasa ini orang bisa dengan mudahnya melakukan penganiayaan 
sehingga membuat masyrakat resah. Untuk itu dalam mewujudkan 
ketentraman dan kesejahteraan masayarakat, setidaknya hakim harus 
pintar memutuskan hukuman yang dapat membuat pelaku penganiayaan 
3 
jera. Apalagi pada kasus-kasus penganiayaan berencana khususnya, 
sangat dibutuhkan sebagai penopang rasa keadilan didalam masyarakat. 
Melihat semakin meningkatnya frekuensi tindak pidana 
penganiayaan yang terjadi di masyarakat sehingga penulis tertarik 
membahas mengenai penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu. 
Salah satu contohnya adalah kasus dengan terdakwa Hamah Gani yang 
melakukan tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih 
dahulu terhadap saksi korban Anggiat Sinaga, SE, MBA. Terdakwa 
melakukan tindak pidana penganiayaan di Hotel Clarion JL. Andi 
Pangeran Pettarani No.03 Makassar. Berdasarkan putusan No. 
1322/Pid.B/2014/PN.Mks, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti 
melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu dan dijatuhi 
pidana penjara 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan. 
Berdasarkan uraian di atas penulis mengangkat sebuah skripsi 
dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan 
yang Direncanakan Terlebih Dahulu (Studi Kasus Putusan No. 
1322/Pid.B/2014/PN.Mks)”  
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu dalam 
putusan Nomor: 1322/Pid.B/2014/PN.Mks ? 
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap  tindak pidana penganiayaan yang direncanakan 
terlebih dahulu dalam putusan Nomor : 1322/Pid.B/2014/PN.Mks ? 
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C. Tujuan  dan Kegunaan Penelitian 
 Tujuan penulisan yang ingin dicapai dalama penulisan skripsi ini 
yaitu : 
1. Untuk mengetahui bagaiman penerapan hukum pidana materil 
terhadap tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih 
dahulu dalam  putusan Nomor: 1322/Pid.B/2014/PN.Mks. 
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hukum hakim 
dalam menjatuhkan putusan terhadap  tindak pidana penganiayaan 
yang direncanakan terlebih dahulu dalam putusan Nomor: 
1322/Pid.B/2014/PN.Mks. 
Keggunaan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi yaitu : 
1. Untuk memberikan tambahan informasi bagi semua pihak yang 
berkepentingan dalam mengetahui  masalah tindak pidana 
penganiayaan. 
2. Sebagai bahan yang dapat menambah wacana bagi pembaca pada 
umumnya dan bagi mahasiswa pada khususnya yang berwujud 
karya ilmiah. 
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BAB II 
TINJAUN PUSTAKA 
 
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana  
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap masalah 
yang akan dibahas, akan dikemukakan terlebih dahulu pengertian delik. 
Menurut Wirjono Prodjodikoro (1986:55), bahwa: 
Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda strafbaarfeit, yang 
sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Wetboek van Strafrecht 
atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku 
di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu delict yang 
berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum 
pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak 
pidana. 
 
Pandangan di atas tampak lebih setuju dengan istilah strafbaarfeit 
yang diartikan dengan kata peristiwa pidana yang pembuatnya dapat 
dijatuhi sanksi pidana. Selain itu, adapula yang berpendapat bahwa delik 
sama pengertiannya dengan peristiwa pidana, seperti yang dikemukakan 
oleh Tresna (Rusli Effendy, 1986:53), sebagai berikut: 
Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan 
manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau 
peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana 
diadakan tindakan pemidanaan. 
 
Menurut batasan pengertian di atas, delik adalah peristiwa pidana 
yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan manusia yang pembuatnya 
diancam pidana. 
Moeljatno (1983:55) menerjemahkan strafbaarfeit dengan kata 
perbuatan pidana dengan alasan sebagai berikut: 
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Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang 
berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan 
tersebut.Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah 
perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam 
pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditujukan kepada 
perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang 
yang menimbulkan kejadian. 
 
Alasan yang dikemukakan oleh Moeljatno berdasarkan penilaian 
bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang 
erat.Antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian tidak dapat 
dipisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu suatu pengertian abstrak yang 
menunjuk pada dua keadaan konkret.Pertama, adanya kejadian tertentu, 
dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu. 
 Simons (A.Z. Abidin Farid, 1995:224) mengartikan strafbaarfeit 
(terjemahan harafiah: peristiwa pidana) adalah perbuatan melawan hukum 
yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu 
bertanggung jawab. 
 Menurut Van Hamel (A.Z. Abidin Farid, 1995:225), pengertian 
strafbaarfeit adalah: 
Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan 
hukum, strafwaardiq (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat 
dicela karena kesalahan (en aan schuld te wijten) 
 
Pengertian strafbaarfeit yang dikemukakan oleh Simons, 
tampaknya lebih menekankan pada adanya kesalahan yang meliputi 
kesengajaan (dolus), alpa, dan kelalaian (culpa lata). Sementara Van 
Hamel mengartikan strafbaarfeit jauh lebih luas, selain kesengajaan, 
kealpaan, dan kelalaian, juga kemampuan bertanggung jawab, bahkan, 
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Van Hamel menilai istilah strafbaarfeit tidak tepat, dan yang lebih tepat 
adalah strafwaardigfeit. 
Andi Zainal Abidin Farid (1995:230) merumuskan delik sebagai 
berikut: 
Perbuatan aktif atau pasif, yang melawan hukum formil dan materiil 
yang dalam hal tertentu disertai akibat dan/atau keadaan yang 
menyertai perbuatan, dan tidak adanya dasar pembenar. 
 
Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1995:231), istilah deliklah yang 
paling tepat karena: 
a. Bersifat universal, dan dikenal di mana-mana; 
b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik 
khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang 
mati; 
c. Orang yang memakai istilah strafbaarfeit, tindak pidana, dan 
perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik; 
d. Belum pernah penulis menemukan istilah perkara prodoto 
(perdata) atau apa yang kita namakan perkara pidana atau 
perkara kriminal sekarang (jadi orang salah mengambil istilah 
prodoto atau perdata untuk privat); yang pernah penulis 
temukan ialah istilah perkara padu sebagai lawan prodoto (C. 
van Vollenhoven, Het Adatrecht van Nederlandsch Indie, I:562 
dstnya); 
e. Istilah perbuatan pidana (seperti istilah lainnya) selain 
perbuatanlah yang dihukum, juga ditinjau dari segi Bahasa 
Indonesia mengandung kejanggalan dan ketidaklogisan, karena 
kata pidana adalah kata benda; di dalam Bahasa Indonesia kata 
benda seperti perbuatan harus diikuti oleh kata sifat yang 
menunjukkan sifat perbuatan itu, atau kata benda boleh 
dirangkaian dengan kata benda lain dengan syarat bahwa ada 
hubungan logis antara keduanya.  
 
Pendapat A.Z. Abidin Farid yang mengistilahkan perbuatan pidana 
dengan delik yang penulis gunakan dalam penulisan ini, karena 
mempersoalkan manusia sebagai pemangku hak dan kewajiban, yaitu 
perbuatan aktif dan perbuatan pasif yang dilarang dan pembuatnya 
diancam dengan pidana oleh Undang-undang. 
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Akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa terjemahan yang 
dipergunakan para ahli hukum pidana di Indonesia adalah bermacam-
macam sebagai berikut: 
a. Tindak pidana; 
b. Perbuatan pidana; 
c. Peristiwa pidana; 
d. Perbuatan kriminal; dan 
e. Delik. 
Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa delik merupakan 
suatu perbuatan subjek hukum (manusia dan badan hukum) yang 
melanggar ketentuan hukum disertai dengan ancaman pidana (sanksi) 
bagi pembuatnya. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Setelah mengetahui pengertian delik, maka perlu dikemukakan pula 
unsur-unsur Tindak Pidana pada umumnya. Menurut Moeljatno (1983:63), 
unsur-unsurnya terdiri atas: 
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan); 
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan; 
d. Unsur-unsur melawan hukum yang objektif; 
e. Unsur melawan hukum yang subjektif. 
 
Pendapat Moeljatno tersebut menekankan bahwa unsur-unsur 
terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu 
akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang 
subjektif dan objektif.Adapun unsur melawan hukum subjektif yang 
dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk 
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melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, sedangkan unsur 
melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat, tetapi dari 
masyarakat. 
Lebih lanjut Moeljatno (1983:64) yang menganut pandangan 
dualistis terhadap delik, menyatakan bahwa syarat-syarat pemidanaan 
terdiri atas perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban pembuat: 
a. Unsur perbuatan (handlung) 
1) Perbuatan yang mencocoki rumusan delik. 
2) Melawan hukum . 
3) Tidak ada dasar pembenar. 
b. Unsur pembuat (handelende) 
1) Kemampuan bertanggung jawab. 
2) Ada kesalahan dalam arti luas, meliputi dolos (sengaja 
atau opzet) dan culpa lata (kelalaian). 
3) Tidak ada alasan pemaaf. 
 
Aliran dualistis tentang delik memandang, bahwa untuk memidana 
seseorang yang melakukan delik harus ada syarat-syarat pemidanaan 
yang terbagi atas perbuatan (feit) dan pembuat (dealer), karena masing-
masing mempunyai unsur tersendiri. 
Andi Zainal Abidin Farid (1995: 171-179) menuliskan unsur delik 
menurut pandangan monoisme dan pandangan dualisme sebagai berikut: 
Unsur delik menurut aliran monoisme hanya mengenal unsur 
perbuatan dan pembuat sedangkan unsur delik menurut 
aliran dualisme yaitu: 
a. Perbuatan aktif serta akibat (khusus untuk delik materiil); 
b. Yang melawan hukum yang objektif dan subjektif; 
c. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan; 
d. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; dan 
e. Tak adanya alasan pembenar. 
 
Andi Zainal Abidin Farid (1995:180) sendiri berpendapat bahwa 
unsur-unsur delik pada umumnya adalah sebagai berikut: 
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1. Perbuatan aktif atau pasif; 
2. Melawan hukum formil (bertalian dengan asas legalitas) dan 
melawan hukum materiil (berkaitan dengan pasal 27 UU No. 
14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 tentang Pokok-
pokok Kekuasaan Kehakiman); 
3. Akibat, yang hanya disyaratkan untuk delik materiil; 
4. Keadaan yang menyertai perbuatan yang disyaratkan untuk 
delik-delik tertentu (misalnya delik menurut pasal 164 dan 
165 KUHP dan semua delik jabatan yang pembuatnya harus 
pegawai negeri); 
5. Tidak adanya dasar pembenar (merupakan unsur yang 
diterima secara diam-diam). 
    
Menurut pendapat di atas, bahwa kalau istilah melawan hukum 
tidak disebut di dalam pasal undang-undang pidana, maka ia merupakan 
unsur yang diterima secara diam-diam yang tidak perlu dibuktikan oleh 
penuntut umum, juga melawan hukum materiil. 
 
B. Tindak Pidana Penganiayaan 
1. Pengertian Penganiayaan 
Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang 
oleh (W.J.S.Poerwadarminta1985:48) memberikan pengertian sebagai 
perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya. 
Hilman Hadikusuma (1983:130) memberikan pengertian aniaya 
sebagai perbuatan bengis atau penindasan, sedangkan yang di maksud 
dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan 
penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya. 
Penganiayaan diatur dalam Buku Kedua Bab XX mulai Pasal 351 
sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun 
demikian dalam Undang-Undang ini tidak diberikan suatu penjelasan 
resmi terhadap apa-apa yang dimaksud dengan penganiayaan, oleh 
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karena tidak adanya pengertian yang dijelaskan dalam Undang-Undang 
ini maka para ahli hukum pidana Indonesia dalam membahas pengertian 
penganiayaan selalu berpedoman pada rumusan Memorie Van 
Toelichting, yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan 
penganiayaan ialah mengakibatkan penderitaan pada badan atau 
kesehatan. Kualifikasi ancaman pidana dimaksud ada, karena 
penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu: penganiayaan 
biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan 
dengan direncanakan lebih dahulu. 
Dalam hubungannya dengan uraian tersebut diatas (Rusli Effendi, 
1989:1) menegaskan bahwa: 
Dahulu masih dikenal adanya perbedaan kualitatif antara kejahatan 
dan pelanggaran. Sedangkan pada masa sekarang ini pandangan 
perbedaan kualitatif itu sudah ditinggalkan dan diganti dengan 
pandangan bahwa hanya perbedaan saja yaitu berat ringannya 
ancaman pidana. 
 
Berdasarkan uraian tersebut diatas menurut J.M.Van Bammel 
(Hamdan, 1997:29) menegaskan bahwa untuk menentukan ada tidaknya 
terjadinya suatu bentuk penganiayaan maka ada 3 (tiga) kriteria yang 
harus dipenuhi, yaitu: 
a. Setiap tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan 
sakit, luka dan perasaan tidak senang, dilarang. Kekeculian dari 
larangan menurut hukum pidana ini dibentuk oleh peristiwa-
peristiwa dimana dalam undang-undang dimuat dasar 
pembenaran yang diakui untuk mengakibatkan dengan perasaan 
tidak senang ini, misalnya pembelaan terpaksa, perintah jabatan, 
peraturan undang-undang, seperti bertindak sesuai dengan 
aturan jabatan sebagai dokter, demikian pula berdasarkan izin si 
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korban sesuai dengan aturan yang diakui dalam mengikuti 
olahraga tertentu (pertandingan tinju); 
b. Kekecualian juga dapat timbul dari tidak adanya kesalahan sama 
sekali yaitu dalam peristiwa dimana si pelaku dengan itikad baik 
atau boleh menduga, bahwa ia harus bertindak sesuai dengan 
suatu dasar pembenaran, akan tetapi dugaan ini berdasarkan 
suatu penyesatan yang dapat dimanfaatkan. 
c. Suku kata tambahan “Mis” mishandeling (penganiayaan) telah 
menyatakan bahwa mengakibatkan rasa sakit, luka atau 
perasaan tidak senang itu terjadi secara melawan hukum, dan 
bahwa dalam peristiwa dimana tindakan-tindakan dilakukan 
sesuai ilmu kesehatan tidak boleh dianggap sebagai 
penganiayaan, dan oleh karena itu tidak dilarang menurut hukum 
pidana, sehingga hakim harus membebaskanterdakwa. 
 
Jadi untuk menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana 
penganiayaan harus diperhatikan ketiga kriteriater sebut diatas. Lebih 
lanjut (J.M.VanBemmelen,1986:28) menegaskan bahwa penderitaan  itu 
harus diartikan sebagai rasasakit. 
R.Soesilo (245:1996) menegaskan bahwa, terhadap pengertian 
penganiayaan bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan 
apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) itu. Menurut 
Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja 
menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (pijn) atau 
luka. Menurut alenia 4 dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian 
penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Selanjutnya 
secara terincimen jelaskan bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak 
enak misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, 
menyuruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya. Rasa sakit 
misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya. 
Sedangkan yang dimaksud dengan luka seperti mengiris, memotong, 
menusuk dengan pisau dan lain-lain. Merusak kesehatan misalnya orang 
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sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang 
itu masuk angin. 
R.Soesilo (245:1996), lebih lanjut menguraikan bahwa 
penganiayaan  tersebut semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan 
tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. 
Misalnya seorang dokter gigi mencabut gigi pasiennya. Sebenarnya 
dokter sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu 
bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang 
bapak dengan tangan memukul anaknya diarah pantat, karena anak itu 
nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi 
perbuatan itu tidak termasuk penganiayaan, karena ada maksud baik 
(mengajar anak). Meskipun  demikian, maka kedua peristiwa itu apabila 
dilakukan dengan melewati batas-batas yang diizinkan, misalnya dokter 
gigi tadi mencabut gigi dilakukan sambil bersenda gurau dengan istrinya 
atau seorang bapak mengajar anaknya denga memukul memakai 
sepotong besi dan dikenakan di kepalanya, maka perbuatan itu dianggap 
pula sebagai penganiayaan. 
Dalam hal tindak pidana penganiayaan (Andi Zaenal Abidin 
Farid,1987:124) menegaskan bahwa: 
Tidak selalu diperlukaan adanya luka tertentu, tetapi perasaan sakit 
adalah paling kurang diperlukan untuk adanya penganiayaan. 
Menurut H.Rbahwa, dalam kata kerja menganiaya sudah 
terkandung kesengajaan. Kesengajaan itu harus ditujukan 
kepadanya pemberian luka-luka atau menimbulkan kesakitan 
sebagai tujuan lain yang diperbolehkan. 
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Berbeda dengan Simons (Andi Zaenal Abidin Farid, 1986:124) 
yang menentang perumusan yang dikemukakan oleh H.R, dimana oleh 
Simons berpendapat bahwa setiap pemberian sakit atau luka, 
kesengajaan untuk menganiaya terlepas dari apakah ada alasan-alasan 
yang diperbolehkan atau tidak. Jadi Simons seolah-olah memasukkan 
juga seperti mengejutkan atau membuat susah orang lain. 
Menurut Wiryono (Gerson, W. Bawengan, 1979 : 162) 
menegaskan, bahwa penganiayaan dalam kenyataan bahwa Nberkisar 
pada empat keadaan yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang 
dilakukan dengan sengaja. 
Adapun hal yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Sengaja manyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), 
disini sikorban tidak perlu merasa sakit, sudah cukup jika dibuat 
merasa tidak enak (menderita). Perbuatan tidak, enak misalnya 
orang didorong terjun di dalam kolam, sehingga dia basah, 
padahal yang demikian itu tidak dikehendaki olehnya. Termasuk 
pula perasaan tidak enak apabila seseorang disuruh berdiri 
diterik matahari tanpa dikehendaki oleh orang yang disuruh. 
b. Sengaja menyebabkan sakit, disini sikorban merasa sakit akibat 
perbuatan pembuat, misalnya dicubit, ditempeleng, dipukul dan 
sebagainya yang menyebabkan rasasakit. 
c. Sengaja menyebabkan luka, disini sikorban terdapat perubahan 
tanda-tanda pada badannya, misalnya irisan benda tajam, 
dipotong, ditusuk dan sebagainya, sehinggamengakibatkan 
sikorbanterluka. 
d. Sengaja merusak kesehatan, perbuatan dengan tujuan merusak 
kesehatan orang dan akibatnya benar-benar terjadi, adalah juga 
termasuk dalam pengertian penganiayaan, misalnya orang 
sementara tidur berkeringat lalu dikenakan kipas angin yang 
disengaja dijalankan dengan keras-keras denganmaksud agar 
orang yang sementara tidurdan berkeringat itu masuk angin. 
 
Dari uraian tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa dalam 
tindak pidana penganiayaan harus ditujukan kepada orang, tidak terhadap 
hewan atau binatang dan harus ditujukan dengan sengaja sehingga 
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mengakibatkan rasasakit, luka atau menyebabkan kesehatan seseorang 
itu rusak, dalam pengertian bahwa itu harus ditujukan pada badaniah 
(jasmani). Jadi rasa sakit yang sifatnya rohaniah, misalnya rasa sakit hati 
karena putus cinta dan lain sebagainya tidak dapat dikategorikan sebagai 
penganiayaan. Selanjutnya bahwa perbuatan dimaksud di atas, harus 
merupakan suatu maksud dan tujuan dari pelaku terhadap diri korban. 
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan 
Kejahatan penganiayaan termasuk dalam klafikiasi kejahatan 
terhadap tubuh, yang diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 351 sampai 
dengan Pasal 356 KUHP. Namun dalam pasal-pasal tersebut tidak 
mengatur secara tegas dan terperinci mengenai jenis-jenis penganiayaan. 
Akan tetapi apabila pasal-pasal tersebut diteliti dan ditafsir sedemikian 
rupa, maka dengan sendirinya akan ditemuka tentang pembagian jenis 
penganiayaan secara terperinci. 
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan jelas tentang 
apa yang dimaksud dengan macam-macam penganiayaan seperti yang 
dikemukakan diatas, maka di bawah ini penulis menguraikan satu persatu 
sebagai berikut: 
a.  Penganiayan Biasa 
Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan 
pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351, yaitu pada 
hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan 
bukan penganiayaan ringan. 
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Mengenai Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan 
biasa, yakni: 
a) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat 
maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara 
selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda 
sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1) 
b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum 
dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. (ayat 
2) 
c) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum 
dengan hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. (ayat 3) 
d) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan. (ayat 4) 
 
Adapun unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni: 
a) Adanya kesengajaan. 
b) Adanya perbuatan. 
c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, 
dan atau luka pada tubuh. 
d) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya. 
 
b. Penganiayaan Ringan 
Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, 
penganiayaan ringan ini diancam dengan maksimum hukuman penjara 
tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam 
rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan rasa sakit atau 
halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa 
ditambah ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan 
penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang 
ada dibawah perintah. 
Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni: 
a) Bukan berupa penganiayaan biasa 
b) Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap :  
1) Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya. 
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2) Terhadap pegawai negeri yang sedang atau karena 
melakukan tuganya yang sah. 
3) Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau 
kesehatan untuk dimakan atau diminum. 
c) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan 
pekerjaan, jabatan dan pencaharian. 
c. Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu 
Arti direncanakan terlebih dahulu bahwa ada tenggang waktu 
betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan 
tenang. 
Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara 
waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan 
berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu 
yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih 
dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari 
setiap peristiwa. 
Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayanan berencana 
, yaitu: 
a) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau 
kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-
lamanya 4 (empat) tahun. 
b) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan 
dihukum denhan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. 
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c) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian  dan 
dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (Sembilan) 
tahun. 
Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih 
dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat 
dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-
syarat: 
a) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak 
dilakukan dalam suasana batin yang tenang. 
b) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk 
berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang 
waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk 
berpikir, antara lain: 
1) Resiko apa yang akan ditanggung. 
2) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana 
saat yang tepat untuk melaksanakannya. 
3) Bagaimana cara menghilangkan jejak. 
d. Penganiayaan Berat 
Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat 
atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah 
dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. 
Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: Kesalahan  
(kesengajaan), Perbuatannya  (melukai secara berat), Obyeknya     (tubuh 
orang lain), Akibatnya (luka berat) 
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Apabila  dihubungkan  dengan  unsur kesengajaan  maka  kesengajaan ini 
harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya 
menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat. 
Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:  
a) Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan 
sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat 
mendatangkan bahaya maut. 
b) Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan 
atau pekerjaan pencaharian 
c) Didak dapat lagi memakai salah satu panca indra 
d) Mendapat cacat besar 
e) Lumpuh (kelumpuhan) 
f) Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat 
minggu 
g) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.   
Penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu: 
a) Penganiayaan berat biasa (ayat 1) 
b) Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2)  
e. Penganiayaan Berat Berencana 
Penganiyaan berat berencana, dimuat dalam pasal 355 KUHP yang 
rumusannya adalah sebagai berikut : 
a) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih 
dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas 
tahun. 
b) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di 
pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.  
Bila kita lihat penjelasan yang telah ada diatas tentang kejahatan 
yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka 
penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara 
penganiayaan berat (354 ayat 1) dengan penganiyaan berencana (pasal 
353 ayat 1), dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi 
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dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah 
terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara 
bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun 
unsur penganiayaan berencana. 
 
C. Pengertian dan Tujuan Pemidanaan 
Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana 
karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa dalam 
artian pidana mengandung tata nilai (value) dalam suatu masyarakat 
mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang bermanfaat 
dan apa yang tidak, serta mengenai apa yang diperbolehkan dan apa 
yang dilarang  sebagaimana yang disampaikan oleh M. Sholehuddin 
(2003:5). 
Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman. 
Sedangkan “pemidanaan” yang berasal dari kata “pidana” diartikan 
sebagai penghukuman.Hukuman berkaitan erat dengan akibat dari 
pelanggaran hukum pidana yang ditimpakan dalam bentuk 
penderitaan tertentu bagi orang yang melanggarnya. 
 
Pendapat lain mengenai hukum pidana dikemukakan oleh 
Moeljatno (1983:1-3)  bahwa 
Hukum pidana itu adalah bagian dari keseluruhan hukum yang 
berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar untuk 
menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 
dilarang, dan disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana 
tertentu bagi barang siapa pelanggar larangan tersebut. Hukum 
pidana itu menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang telah 
melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 
sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara 
bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada 
orang yang telah melanggar larangan itu.  
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Menurut Andi Hamzah (1993:20) bahwa pidana dan hukuman 
dapat dipisahkan dalam hal pengertian hukuman adalah pengertian umum 
sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja 
ditimpakan kepada seseorang, sedangkan pidana sebagai suatu sanksi 
atau nestapa yang menderitakan, harus dikaitkan dengan ketentuan   
yang tercantum di dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yaitu: “Tiada satu 
perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan 
perUndang-Undangan yang telah ada sebelumnya”. 
Definisi pemidanaan yang berkembang seiring dengan kemajuan 
teori mengenai tujuan pemidanaan mengakibatkan penyusunan kata-kata 
yang digunakan untuk pemidanaan acapkali merefleksikan banyak istilah 
yang sama perihal label tentang pemidanaan. Sering terjadi penggunaan 
istilah yang berbeda untuk maksud yang sama, seperti punishment, 
treatment, sanction, dan lain-lain.  
Suatu kemajuan besar dalam perkembangan konsep pemidanaan 
dikemukakan oleh Hall dalam Andi Hamzah (1993:16) dengan 
memberikan batasan tentang konsep pemidanaan sebagai berikut:  
a. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam 
hidup; 
b. Pemidanaan dipaksa dengan kekerasan; 
c. Pemidanaan diberikan atas nama negara diotorisasikan;  
d. Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, 
pelanggarannya, dan penentuannya yang diekspresikan dalam 
putusan; 
e. Pemidanaan diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan 
kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai 
yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan 
itu signifikan dalam etika.  
f. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan 
kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat 
personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.     
(Andi Hamzah, 1993:24-25). 
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Tujuan pemidanaan yang paling primitif adalah pembalasan 
(revenge) atau untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat 
maupun pihak yang dirugikan. Tujuan lain yang dipandang kuno ialah 
penghapusan dosa (expiation) atau retribusi sebagai pelepasan 
pelanggaran hukuman dari perbuatan jahat atau menyeimbangkan antara 
yang baik dan yang bathil. Beberapa bentuk pidana pada masa lalu 
seperti pengasingan, rajam, pembakaran hidup-hidup adalah bentuk yang 
bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak mengganggu masyarakat lagi di 
masa mendatang atau tidak mengulangi lagi perbuatannya. Jenis pidana 
seperti potong tangan bagi pencuri mempunyai tujuan lain yaitu untuk 
menakut-nakuti masyarakat yang mempunyai niat untuk melakukan 
kejahatan. Jadi ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan di 
masa lalu, yaitu pelaku tidak bisa mengulangi kejahatannya di masa 
mendatang dan mencegah terjadinya kejahatan baru yang serupa.Pada 
perkembangan selanjutnya, tujuan pidana dicurahkan kepada hal yang 
sifatnya rasional dan manusiawi.Perkembangan tujuan pidana mulai 
dikemukakan oleh pemikir-pemikir pada masa Romawi. Tidak ada orang 
yang bijaksana menghukum pidana karena orang tersebut telah membuat 
kejahatan akan tetapi pidana dilakukan dengan tujuan supaya orang 
tersebut tidak mengulangi kejahatan.   
Hingga saat ini terdapat pakar yang menggunakan istilah pidana 
(misalnya, Muladi, Barda Nawawi Arief dan Moeljatno) dan ada pula yang 
menggunakan istilah hukuman (di antaranya, R. Soesilo dan Gerson W. 
Bawengan) yang masing-masing merupakan terjemahan dari kata straf. 
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Bahkan dalam disertasinya yang berjudul Pelaksanaan Pidana Penjara 
dengan Sistem Pemasyarakatan, Bambang Purnomo (1986:46) 
menggunakan istilah pidana dan hukuman secara bergantian untuk 
disesuaikan dengan konteks pembahasan.Apabila dicermati, sebenarnya 
kedua istilah tersebut, yakni pidana dan hukuman mempunyai cakupan 
pengertian yang berbeda. 
Jika dibandingkan dengan hukuman, ternyata pidana merupakan 
istilah khusus yang mempunyai ciri khusus, baik sifat dan bentuk maupun 
cara pelaksanaannya, sedangkan hukum mempunyai cakupan pengertian 
yang luas.  
Menurut Muladi  dalam Muladi, dkk. ( 1992:2 ) bahwa : 
Istilah hukuman merupakan istilah umum dan konvensional, dapat 
mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu 
dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.Istilah tersebut 
tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum tetapi juga 
dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan 
sebagainya. 
 
 Berdasarkan uraian di atas, maka lebih tepat bila digunakan istilah 
pidana karena selain alasan-alasan di atas, istilah pidana secara resmi 
telah dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang 
Peraturan Hukum Pidana. 
Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, berbunyi sebagai 
berikut:  
(1) Nama Undang-Undang Hukum Pidana Wetboek van strafrecht 
voor Nederlandsch Indie diubah menjadi Wetboek van 
Strafrecht. 
(2) Undang-Undang tersebut dapat disebut Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana.  
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 Tentang bagaimana pengertian pidana, berikut ini akan 
dikemukakan pendapat beberapa sarjana: 
Prodjodikoro (1986:1) berpendapat bahwa: 
Kata pidana berarti hal yang dipidanakan yaitu yang oleh instansi 
yang berkuasa ditimpakan kepada seorang oknum sebagai hal 
yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari 
ditimpakan. 
 
 Menurut Sudarto dalam Muladi, dkk.(1992:2) yang dimaksud 
dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang 
yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 
Van Hamel (Lamintang (1984:47))berpendapat bahwa arti pidana 
atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah:  
Een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat 
genhandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die 
overtrading, vanwege den staat als. handhaver der openbare 
rechtsorde, door met met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te 
spreken.  
 
Diterjemahkan oleh Lamintang (1984:47) sebagai berikut:  
Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh 
kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama 
negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum 
bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut 
telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan 
oleh negara.  
 
Menurut Simon, pidana atau straf itu adalah:  
Het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtrading van de 
norm verbonden, data an den schuldige bij rechterlijk vonnis wordt 
opgelegd. 
 
 Diterjemahkan oleh Lamintang (1984:48) sebagai berikut:  
Suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah 
dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan 
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suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang 
bersalah. 
 
Muladi dalam  Muladi, dkk. (1992:4) berkesimpulan bahwa pidana 
itu mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:  
a. Pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau 
nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; 
b. Pidana itu dijatuhkan dengan sengaja oleh badan yang 
mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); 
c. Pidana itu dijatuhkan kepada seseorang yang telah 
melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.  
 
Dari beberapa definisi serta kesimpulan yang diambil oleh Muladi 
seperti yang diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pidana (straf) merupakan suatu penderitaan yang dirasakan tidak enak, 
yang dikenakan kepada seseorang oleh yang berwenang karena terbukti 
telah melakukan delik (tindak pidana) menurut Undang-Undang.Menurut 
Sudarto seperti yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi (1991:1), 
penghukuman berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan 
sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukuman 
(berechten). Menetapkan hukuman untuk suatu peristiwa tidak hanya 
menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum privat.  
Menurut Sudarto(1986:22-23), istilah penghukuman dapat 
disempitkan artinya.Penghukuman dalam perkara pidana yang bersinonim 
pemidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim. 
Di dalam hukum pidana terdapat unsur pokok yaitu norma dan 
sanksi yang diancamkan kepada yang melanggar norma tersebut. 
Sehingga apabila terdapat norma dengan sanksi-sanksinya, maka itu 
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merupakan suatu peraturan hukum pidana. Suatu peraturan hukum 
pidana pada umumnya mengatur tentang(Sudarto (1986:22-23)):  
a. Perbuatan mana yang dilarang dan diperintahkan disertai 
ancaman pidana;  
b. Bilamana suatu pidana ditimpakan kepada seorang pembuat 
delik;  
c. Jenis pidana yang bagaimana yang dapat ditimpakan 
(strafsoort); 
d. Ukuran pidana (strafmaat) yakni untuk berapa lama atau 
berapa besar yang dapat ditimpakan;  
e. Bagaimana cara pelaksanaan pidana yang telah ditimpakan 
(strafmodus).  
 
Dengan demikian yang membedakan hukum pidana dengan bidang 
hukum lainnya adalah sanksi yang berupa pidana.Menurut Sudarto 
(1986:22-23), sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi yang negatif, 
oleh karena itu dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi 
yang negatif. 
Lebih lanjut beliau berpendapat bahwa pidana termasuk juga 
tindakan (maatregel, masznahme) bagaimanapun juga merupakan suatu 
penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai.Oleh 
karena itu orang tidak henti-hentinya untuk mencari dasar, hakikat dan 
tujuan pidana dan pemidanaan untuk memberikan pembenaran 
(justification) dari pidana itu. 
Dalam disertasinya yang berjudul Suatu Studi Khusus Mengenai 
Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Sahetapy 
(1982:283) menyatakan bahwa: 
Pemidanaan bertujuan “pembebasan”. Pembebasan yang 
dimaksudkan adalah bahwa pembuat delik dibebaskan secara 
mental dan spiritual, artinya pidana harus dapat membebaskan 
pelaku dari cara dan gaya hidupnya yang lama maupun cara 
berpikir dan kebiasaan yang lama. Jadi, makna pembebasan 
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menghendaki agar si pelaku bukan saja dibebaskan dari alam 
pikiran yang jahat, yang keliru melainkan ia harus pula dibebaskan 
dari kenyataan sosial yang membelenggunya. 
  
Schwartz dan Skolnick  dalam Muladi, dkk. (1992:20) 
mengemukakan bahwa sanksi pidana dimaksudkan untuk: 
a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (to prevent 
recidivism); 
b. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama 
seperti yang dilakukan si terpidana (to deter other from the 
performance of similar acts); 
c. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas 
dendam  (to provide a channel for expression of retaliatory 
motives). 
 
Lamintang (1988:23), menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat 
tiga pokok pemikiran tentang tujuan pemidanaan, yaitu:  
a. Untuk memperbaiki pribadi penjahat; 
b. Untuk membuat jera orang untuk melakukan kejahatan; 
c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu (yang sudah 
tidak dapat diperbaiki lagi) menjadi tidak mampu melakukan 
kejahatan yang lain.  
 
Dalam Rancangan KUHP Nasional (Edisi Revisi, 2006) terdapat 
rumusan mengenai tujuan pemidanaan, yakni pada Pasal 50 yang 
berbunyi sebagai berikut: 
1. Pemidanaan bertujuan untuk: Mencegah dilakukannya tindak 
pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman 
masyarakat; 
a. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan 
pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;  
b. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai 
dalam masyarakat; dan 
c. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.   
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan 
merendahkan martabat manusia.  
 
Pada bagian Penjelasan Pasal 50, antara lain disebutkan bahwa 
pasal ini memuat tujuan dari pemidanaan, yaitu sebagai sarana 
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perlindungan masyarakat. Rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan 
pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa 
bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu 
nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan 
martabat manusia.  
Berdasarkan pendapat beberapa sarjana tersebut di atas, jelas 
terlihat bahwa belum ada kesamaan pendapat mengenai tujuan 
pemidanaan. Hal ini dapat dimaklumi, karena di samping masing-masing 
mempunyai dasar tinjauan yang berbeda, juga masalah tujuan 
pemidanaan memang dianggap  sebagai persoalan yang tidak mudah 
untuk dipecahkan. Keadaan ini diungkap pula oleh Sudarso (1986:23) 
bahwa problem dasar hukum pidana atau sebenarnya satu-satunya 
problem dasar hukum pidana ialah makna, tujuan, serta ukuran 
penderitaan pidana yang patut diterima. 
Mengingat pentingnya tujuan pemidanaan yang dipandang sebagai 
problema dasar dalam hukum pidana maka teori-teori pemidanaan perlu 
dicermati agar dapat diketahui dasar pembenaran (justification) sehingga 
pada gilirannya dapat memperluas cakrawala berpikir dalam memahami 
hal pemidanaan.  
 
D. Jenis-jenis Pemidanaan 
Jenis-jenis pidana dalam sistem hukum Indonesia terdapat dalam 
Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga tersebar dalam 
beberapa peraturan perUndang-Undangan pidana khusus. Ketentuan 
pidana dalam KUHP terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi:  
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Pidana terdiri atas :  
a. Pidana pokok  
a. Pidana mati  
b. Pidana penjara  
c. Pidana kurungan  
d. Denda  
e. Pidana Tutupan (terjemahan BPHN)  
b. Pidana tambahan  
a. Pencabutan hak-hak tertentu  
b. Perampasan barang-barang tertentu  
c. Pengumuman putusan hakim  
 
Ketentuan tersebut berbeda dengan Wetboek van Strafrecht (WvS) 
Belanda yang menjadi sumber KUHP Indonesia. Dalam Arikel 9 WvS, 
pidana mati tidak lagi tercantum sebagai pidana pokok karena telah 
dicabut sejak tahun 1980. Sedangkan pada KUHP Indonesia masih 
dicantumkan. Bahkan, delik-delik yang diancam pidana mati semakin 
bertambah. Perbedaan lain antara ketentuan WvS dengan KUHP adalah 
menyangkut pidana tambahan. Dalam artikel 9 WvS Belanda, pidana 
tambahan mengenal penempatan pada suatu tempat kerja negara 
sedangkan KUHP Indonesia tidak mengenalinya.  
a. Pidana mati  
 Pidana mati merupakan jenis pidana yang merampas suatu 
kepentingan hukum (rechtsbelang), yaitu berupa nyawa manusia. Menurut 
Hermien Hadiati (1995:21-23). 
 Ada dua golongan yang memberikan pendapatnya mengenai 
pidana mati ini. Golongan pertama adalah golongan yang tidak setuju 
dengan pidana mati. Golongan lainnya adalah golongan yang setuju 
dengan pidana mati.  
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a) Golongan yang tidak setuju dengan pidana mati  
Alasan-alasan yang diajukan oleh para pendukung 
golongan ini adalah:  
1) Golongan ini berkeberatan untuk mempertahankan 
lembaga pidana mati, berhubungan dengan sifatnya yang 
mutlak yang tidak mungkin untuk ditarik kembali 
(onherroepolijk).  
2) Hakim adalah juga manusia biasa yang tidak luput dari 
kesalahan. Bila pidana mati itu sudah dilaksanakan apakah 
artinya jika kemudian ternyata terbukti tidak bersalah. 
Alasan ini dikenal dengan istilah “kesesatan hakim” 
(rechterlijkedwaling)  
3) Pelaksanaan pidana mati adalah bertentangan dengan 
perikemanusiaan.  
4) Pidana mati bertentangan dengan modal dan etika  
5) Mengingat akan tujuan pemidanaan, maka pidana mati itu :  
a) Bagi orang yang sudah dijatuhi pidana mati tidak dapat 
lagi kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk 
memperbaiki kelakukannya. Dengan demikian maka 
tujuan pemidanaan untuk memperbaiki diri penjahat 
tidak dapat tercapai. 
b) Pelaksanaan pidana mati biasanya tidak dilakukan 
dihadapan umum, sehingga dengan demikian tidak 
mungkin disaksikan olehorang banyak. Dengan demikian 
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maka pengaruh daripada “generalepreventive” yaitu agar 
semua orang merasa takut, tidak tercapai. 
c) Pada umumnya terhadap orang yang dijatuhi pidana 
mati menimbulkan perasaan belas kasihan terhadap 
orang lain dan masyarakat.  
b) Golongan yang setuju dengan pidana mati  
Selain Indonesia, masih ada negara-negara seperti 
Amerika Serikat dan Perancis yang mencantumkan pidana mati 
dalam hukum pidananya. Dalam rangka pembaharuan hukum 
nasional di Indonesia, pencantuman pidana mati menjadi 
masalah tersendiri, yang menjadi alasan-alasan khusus 
mengapa pidana mati masih dicantumkan dalam KUHP dapat 
dijumpai di dalam konsiderans sewaktu pembentukan het 
Wetboek van Straftrecht dan MvT. Ketentuan-ketentuan pasal 
tersebut adalah:  
1) Pidana mati dicantumkan berhubung dengan keadaan-
keadaan khusus di Hindia Belanda (Indonesia) yang terdiri 
dari sejumlah besar pulau-pulau yang dikitari oleh lautan 
sehingga perhubungan antar pulau sangat sulit dan tidak 
sempurna. 
2) Alat-alat keamanan negara pada waktu itu kurang lengkap 
susunannya dan jumlahnya sedikit sekali, jumlah tenaga 
polisi dan tentara dibandingkan dengan luas wilayah, tidak 
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memungkinkan alat-alat negara tidak dapat menjamin 
keamanan seluruh wilayah negara Indonesia. 
3) Indonesia yang penduduknya terdiri dari berbagai suku 
bangsa yang heterogen itu, di mana terdapat perbedaan 
agama, tingkat hidup, dan kebudayaan, memungkinkan 
antara yang satu dengan yang lain saling berbentrokan.  
b. Pidana Penjara  
Pidana penjara merupakan jenis pidana yang mulai berkembang 
sejak dihapuskannya pidana mati atau pidana badan di berbagai negara. 
Dengan berbagai perubahan pemikiran tentang konsep pemidanaan, 
maka sistem pidana penjara pun mengalami perubahan bersamaan 
dengan pergeseran falsafah pemidanaan dan pembalasan menuju 
pembinaan. Meskipun secara mendasar, pidana penjara tetap sebagai 
pidana yang merampas kemerdekaan.  
Dewasa ini, yang dimaksud dengan pidana penjara adalah suatu 
pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, 
yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga 
pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua 
peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, 
yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah 
melanggar peraturan tersebut  sebagaimana yang dikemukakan oleh 
P.A.F.  Lamintang (1984:69). 
Suatu pidana penjara dikatakan sebagai pidana perampasan 
kemerdekaan karena si terpidana ditempatkan di dalam penjara yang 
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mengakibatkan ia tidak dapat bergerak dengan merdeka dan bebas dan 
secara luas narapidana akan kehilangan hak-hak tertentu. 
Dalam Pasal 13 dan 14 KUHP ditentukan bahwa orang yang dijatuhi 
pidana penjara wajib untuk melakukan pekerjaan yang diatur dengan 
suatu pekerjaan khusus. Pekerjaan khusus tersebut dibagi ke dalam dua 
jenis pekerjaan, yaitu :  
a) Pekerjaan di dalam rumah penjara;  
b) Pekerjaan di luar rumah penjara.  
Jenis pekerjaan ini dalam prakteknya ditentukan perkecualian, yaitu 
bagi :  
a) Orang-orang yang dipidana dengan pidana penjara seumur hidup 
sebab dikhawatirkan terpidana akan melarikan diri;  
b) Terpidana seorang wanita;  
c) Terpidana yang menurut pemeriksaan dokter, kesehatannya tidak 
mengizinkan untuk dipekerjakan di luar tembok penjara. 
Lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim itu harus 
dinyatakan dalam: hari (dua puluh empat jam), minggu (tujuh hari), bulan 
(tiga puluh hari) atau tahun (tiga ratus enam puluh lima atau tiga ratus 
enam puluh hari). Menurut ketentuan, seluruh jangka waktu pidana 
penjara yang telah diputuskan oleh hakim itu harus dilaksanakan secara 
tidak terputus-putus hingga selesai, kecuali apabila diputuskannya 
pelaksanaan dari pidana penjara seperti itu dapat dibenarkan oleh 
Undang-Undang, misalnya karena adanya suatu pembebasan bersyarat.  
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c. Pidana Kurungan (Hechtenis)  
Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara. 
Keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana 
kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan 
menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. 
Pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap 
orang-orang dewasa yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran 
sebagaimana diatur di dalam Buku III KUHP dan terhadap kejahatan-
kejahatan yang telah diancam oleh pidana kurungan dalam Buku II KUHP. 
Pidana kurungan ini diancam secara alternatif dengan pidana penjara bagi 
mereka yang telah melakukan culpose delicten atau delik-delik yang telah 
dilakukan secara tidak sengaja.  
Lama pidana kurungan sekurang-kurangnya adalah satu hari dan 
selama-lamanya satu tahun.  
d. Pidana Denda  
Pidana denda ialah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana 
denda tersebut oleh pengadilan/hakim untuk membayar sejumlah uang 
tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat 
dipidana. Pidana denda merupakan jenis pidana atas kekayaan 
(vermogenstrafI), yaitu pidana yang ditujukan kepada harta kekayaan 
seseorang terpidana, sehingga, pidana ini pada dasarnya hanya dapat 
dijatuhkan bagi orang-orang dewasa saja. 
Menurut P.A.F. Lamintang (1984:69) bahwa pidana denda dapat 
dijumpai di dalam Buku I dan Buku  II KUHP yang telah diancamkan baik 
35 
bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran..  
Pidana denda ini diancamkan baik sebagai satu-satunya pidana pokok 
maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja dengan pidana 
kurungan saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara 
bersama-sama. 
e. Pidana Tutupan 
Sebagaimana dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum 
Pidana Tahun 2006 
Pasal 65 
- Pidana penjara 
- Pidana tutupan 
- Pidana pengawasan 
- Pidana denda 
- Pidana kerja sosial 
 
Pasal 67 
- Pencabutan hak tertentu 
- Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan 
- Pengumuman putusan hakim 
- Pembayaran ganti  kerugian 
- Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban 
 
Dan sebagaimana dalam Pasal Pasal 76  
a) Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya 
dapat dijatuhi pidana tutupan. 
b) Pidana tutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 
dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana 
karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. 
c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku 
jika cara melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut 
sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi 
pidana penjara 
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KUHP terjemahan Badan Hukum Pembinaan Hukum Nasional 
(BPHN), pada Pasal 10 dicantumkan pidana tertutup sebagai pidana 
pokok bagian terakhir di bawah pidana denda. Tentulah pencantuman ini 
didasarkan kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946, tentang 
pidana tutupan  
Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan 
kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Tetapi dalam 
praktek peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan 
Lagi pula menurut pendapat penulis, pencantuman pidana tutupan 
di dalam pasal 10 KUHP di bawah pidana denda tidaklah tepat, karena 
menurut Pasal 69 KUHP yang menyatakan bahwa beratnya pidana pokok 
yang tidak sejenis ditentukan oleh salah satu pidana hilang kemerdekaan, 
lebih berat daripada pidana denda. Bagaimanapun ringannya pidana 
hilang kemerdekaan, masih lebih berat dari pada pidana denda. 
Jadi kalau kita menghendaki pencantuman pidana tutupan di dalam 
Pasal 10 KUHP sesuai dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 1946, 
maka harus diletakkan di atas pidana kurungan dan pidana denda. 
f. Pidana Tambahan  
Menurut Hermien Hadiati Koeswati (1995:45) bahwa ketentuan 
pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana 
pokok. Ketentuan tersebut adalah: 
a) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping 
pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh 
dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya. 
b) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di 
dalam rumusan sesuatu perbuatan pidana dinyatakan 
dengan tegas sebagai ancaman. Ini berarti bahwa pidana 
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tambahan tidak diancamkan kepada setiap jenis 
perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada 
beberapa perbuatan pidana tertentu.  
c) Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan 
suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana 
tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada 
hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.  
 
Di samping itu, Pasal 10 KUHP huruf b menyatakan 
bahwa pidana tambahan terdiri dari:  
a) Pencabutan Hak-hak Tertentu  
Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu 
adalah bersifat sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi 
dengan pidana penjara seumur hidup. 
Menurut ketentuan Pasal 35 Ayat 1 KUHP, hak-hak yang 
dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan 
adalah:  
1) Hak memegang jabatan angkatan bersenjata;  
2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata; 
3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum; 
4) Hak menjadi penasehat (raadsman) atau pengurus 
menurut hukum (gererchtelijke bewindvoerder), hak 
menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu 
pengawasan, atas orang yang bukan anak sendiri;  
5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan 
perwalian atau pengampuan atas anak sendiri, hak 
menjalankan pencaharian (beroep) yang tertentu. 
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b) Perampasan Barang-barang Tertentu  
Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan 
jenis pidana terhadap harta kekayaan. Dalam KUHP, ketentuan 
mengenai pidana perampasan terdapat dalam Pasal 39 KUHP 
yang  menyatakan:  
1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari 
kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan 
kejahatan, dapat dirampas;  
2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak 
dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, 
dapat juga dirampas seperti di atas, tetapi hanya dalam 
hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang; 
3) Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang 
bersalah yang oleh Hakim diserahkan kepada Pemerintah, 
tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.  
c) Pengumuman Putusan Hakim  
Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 
KUHP yang menyatakan bahwa apabila hakim memerintahkan 
supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-
Undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan 
pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biasanya 
terpidana. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan 
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hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan 
Undang-Undang. 
Teori pemidanaan dituntut untuk memperhatikan keadilan 
dan kejujuran atas dasar Justice Model di mana pemidanaan 
diharapkan bersifat proporsional dengan beratnya tindak pidana 
dan derajat kesalahan si pelaku serta resiko kerugian yang 
diakibatkan oleh tindak pidana. Istilah pembalasan dalam 
tujuan pemidanaan harus dihindari dan diganti dengan tujuan 
yang lain, yaitu pembinaan (treatment). 
Pembinaan merupakan salah satu wujud perlindungan 
HAM dalam memberlakukan narapidana sebagai makhluk 
Tuhan yang mempunyai masalah sehingga ia perlu dibina, 
bukan disiksa sebab penyiksaan sering terjadi dalam 
masyarakat yang dilakukan oleh aparat pemerintah seperti 
pemukulan, penembakan yang mengakibatkan korban 
menderita luka baik ringan maupun berat bahkan meninggal 
dunia. Peristiwa yang paling menonjol adalah peristiwa 
kerusuhan Maluku tahun 1999 sampai tahun 2002, pada saat 
itu hukum tidak berlaku bagi masyarakat Maluku yang ada 
hanyalah penindasan, intimidasi, dan penyiksaan bagi yang 
lemah. Oleh sebab itu dalam kondisi yang kondusif ini 
diperlukan peningkatan kualitas dan sikap perilaku seorang 
penegak hukum yang mempunyai mentalitas yang baik 
keteladanan dalam menyikapi masalah-masalah sosial yang 
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terjadi dalam diri narapidana maupun dalam masyarakat 
terutama di daerah konflik.  
 
E. Putusan Hakim Dalam Hukum Pidana 
Pengertian putusan menurut Leden Marpaung (1995;406) 
menegaskan bahwa: 
Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah 
dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang 
dapat berbentuk tertulis maupun lisan’. Demikian dimuat dalam 
buku “Peristilahan Hukum  dalam Praktek” yang dikeluarkan  
Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan di atas terasa 
kurang tepat selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata 
“putusan” dan “keputusan” dicampuradukkan. Ada juga yang 
mengartikan putusan (vonis) sebagai vonis tetap’ (difinitief) (Kamus 
istilah hukum Fockema Andrea). Rumusan-rumusan yang kurang 
tepat terjadi sebagai akibat penerjemahan ahli bahasa yang bukan 
ahli hukum. Sebaliknya, dalam pembangunan hukum yang sedang 
berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-
istilah. Mengenai kata “putusan” yang diterjemahkan dari ahli vonis 
adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. 
Ada juga yang disebut: interlocutoir yang diterjemahkan dengan 
keputusan antara atau keputusan sela dan preparatoire yang 
diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan 
persiapan, serta keputusan provisionele yang diterjemahkan 
dengan keputusan untuk sementara. 
 
Putusan hakim menurut Lilik Mulyadi (2007;121), yang 
menegaskan bahwa; 
“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam 
persidangan yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan 
prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar 
pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan 
hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan 
perkara” 
 
Selanjutnya pengertian putusan hakim dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 1 angka 11 
menegaskan bahwa: 
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“Putusan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, 
yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala 
tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini” 
 
Berdasarkan pengertian putusan hakim yang tersebut di atas, maka 
penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai pengertian putusan hakim 
adalah sebagai berikut: 
a. Putusan yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka 
untuk umum sebagaimana diatur dalam Pasal 195 KUHAP dan 
Pasal 18 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; 
b. Putusan dijatuhkan oleh hakim setelah melalui proses dan 
prosedur hukum acara pidana; 
c. Berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari 
segala tuntutan hukum; 
d. Putusan hakim dibuat dalam bentuk tertulis sebagaimana diatur 
dalam Pasal 200 KUHAP; 
e. Putusan hakim tersebut dibuat dengan tujuan untuk 
menyelesaikan perkara 
 
Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil 
musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala 
sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, 
sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, bahwa dalam penilaian hakim, 
apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat 
dakwaan terbukti, mungkin juga menilai bahwa dakwaan terbukti, tetapi 
bukan merupakan tindak pidana, atau hakim menilai bahwa dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti sama sekali. 
Bertitik tolak dari kemungkinan-kemungkinan yang tersebut di atas, 
maka berdasarkan KUHAP putusan hakim/penetapan hakim dapat dibagi 
dalam beberapa bagian, yaitu: 
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a. Putusan Akhir; 
Putusan akhir dalam praktek lazim disebut dengan istilah putusan 
atau “eind vonnis” dan merupakan jenis putusan yang bersifat materil. 
Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim 
memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkara 
selesai diperiksa hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (3) dan 
(8), Pasal 197, serta Pasal 199 KUHAP. Adapun mengapa sampai disebut 
dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim 
sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses acara sebagai berikut: 
Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, peemriksaan 
identitas dan peringatan hakim ketua sidang kepada terdakwa supaya 
mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam 
persidangan, pembacaan catatan/surat dakwaan, acara 
keberatan/eksepsi dari dakwaan, dan atau penasihat hukumnya dan 
pendapat jaksa/penuntut umum, penetapan/ putusan sela, pemeriksaan 
alat bukti, tuntutan pidana/requisitoir, pembelaan/pledoi, replik, duplik, 
rereplik, reduplik, pernyataan pemeriksaan ditutup, serta musyawarah 
majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang yang terbuka untuk 
umum (Pasal 195 KUHAP) dan harus ditandatangani hakim dan panitera 
seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 200 KUHAP). Pada hakikatnya 
secara teoritik dan praktek putusan akhir ini dapat berupa putusan 
pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP), putusan bebas (Pasal 191 ayat 
(1) KUHAP), dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (Pasal 
191 ayat (2) KUHAP). 
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1. Putusan Pemidanaan; 
Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP. 
Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai 
dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang 
didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) 
KUHAP penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa 
didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan 
berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan 
perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan perbuatan tersebut 
merupakan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan putusan 
pidana kepada terdakwa, atau apabila menurut penilaian terdakwa 
telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan kesalahan 
tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem 
pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan 
dalam Pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti 
dan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah yang memberikan 
keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya. 
Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada 
seorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah 
untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang 
tersebut dalam pasal pidana yang didakwakan. Undang-undang 
memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana 
antara minimum dan maksimum  yang diancamkan dalam pasal 
pidana yang bersangkutan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 
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12 KUHP, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung 
Tanggl 17 Januari 1983 No. 553 K/Pid/1982, yang menegaskan 
bahwa, mengenai ukuran hukuman adalah wewenang judex factie 
yang tidak tunduk pada kasasi, kesuali apabila judex factie 
menjatuhkan hukuman yang tidak diatur dalam undang-undang, 
atau kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan hukuman. 
Menurut Yahya Harahap (2000;333-336), menegaskan bahwa 
apabila pengadilan menjatuhkan putusan pemidanaan kepada 
terdakwa, maka berdasarkan KUHAP, pengadilan dapat 
memerintahkan supaya terdakwa yang tidak ditahan selama dalam 
proses pemeriksaan, untuk tidak ditahan hal ini sejalan dengan 
ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP yang menegaskan 
bahwa, apabila pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika 
terdakwa tidak ditahan dapat memerintahkan supaya terdakwa 
ditahan apabila terpenuhi ketentuan Pasal 21 KUHAP mengenai 
syrat-syarat penahanan. Selanjutnya menurut Yahyah Harahap 
menegaskan bahwa, kata dapat dalam ketentuan Pasal 193 ayat 
(2) tersebut di atas bukan mesti memerintahkan supaya ditahan. 
Selanjutnya apabila, terdakwa yang selama dalam proses 
pemeriksaan perkara ditahan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 
(2) huruf b KUHAP, pengadilan dapat memerintahkan agar 
terdakwa tetap ditahan atau dilepaskan apabila terdapat alasan 
yang cukup untuk itu. 
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Menurut penulis pendapat Yahya Harahap dan ketentuan 
Pasal 193 ayat (2) tersebut di atas, dapat menimbulkan persolan 
dalam penegakan hukum di Indonesia, karena hal tersebut 
bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana yang 
menegaskan bahwa, putusan hakim dianggap sah dan mengikat 
sepanjang tidak dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih 
tinggi, hal ini berarti putusan Pengadilan Negeri (PN) dianggap sah 
dan mengikat sepanjang belum dibatalkan oleh putusan Pengadilan 
Tinggi (PT) atau Mahkamah Agung. Berdasarkan hal tersebut, 
seharusnya putusan pengadilan yang lebih rendah dapat saja 
dilakukan eksekusi sepanjang belum dibatalkan oleh putusan 
pengadilan yang lebih tinggi. 
2. Putusan Bukan Pemidanaan 
a) Putusan Bebas; 
Menurut Lilik Mulyadi (2007;158-159), membedakan 
putusan bebas itu dalam 4 bagian, yaitu sebagai berikut: 
1) Pembebasan murni atau de “zuivere vrjispraak” di 
mana hakim membenarkan mengenai “feiten”-nya (na 
alle noodzakelicke voorbeslissingen met juistheid te 
hebben genomen); 
2) Pembebasan tidak murni atau de “onzuivere 
vrijspraak” dalam hal bedekte nietigheid van 
dagvaarding” (batalnya dakwaan secara terselubung) 
atau pembebasan yang menurut kenyataannya tidak 
didasarkan pada ketidakterbuktian dalam surat 
dakwaan; 
3) Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan 
kegunaan atau “vrijspraak op grond van doelmatigheid 
overwegingen” bahwa berdasarkan pertimbangan 
haruslah diakhiri suatu penuntutan yang sudah pasti 
tidak akan ada hasilnya (berustend op de overweging, 
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date en eind gemaakt moet worden aan een 
noodzakelijk op niets uitlopende, vervolging); 
4) Pembebasan terselubung atau de “bedekte vrijspraak” 
di mana hakim telah mengambil putusan tentang 
“feiten” dan menjatuhkan putusan pelepasan dari 
segala tuntutan hukum”, padahal menurut pendapat 
H.R. putusan tersebut berisikan suatu pembebasan 
murni”. 
 
Putusan bebas berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP 
menegaskan bahwa, apabila pengadilan berpendapat 
bahwa: jika dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan 
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan 
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 
Menurut Yahya Harahap (2000;326-330), menegaskan 
bahwa ditinjau dari segi yuridis, maka putusan bebas yang 
dinilai oleh majelis hakim didasarkan atas: 
1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama 
sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan di 
persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan 
ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, 
tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. 
Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti 
secara sah dan meyakinkan, karena menurut penilaian 
hakim semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau 
tidak memadai membuktikan kesalahan yang 
didakwakan kepada terdkawa; 
2) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan 
yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas 
minimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang 
diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi 
saja. Dalam hal yang seperti ini, di samping tidak 
memenuhi asas batas pembuktian minimum juga 
bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang 
menegaskan usul testis nullus testis atau seorang saksi 
bukan saksi; 
3) Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas 
penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung 
oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian sesuai 
dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183; 
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yang mengajarkan pembuktian menurut undang-
undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang 
didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus 
didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan 
penilaian yang seperti ini, putusan yang akan 
dijatuhkan pengadilan, membebaskan terdakwa dari 
tuntutan hukum. 
 
b) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum 
Menurut Lilik Mulyadi (2007;165) menegaskan bahwa, 
putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dapat 
terjadi karena: 
1) Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan 
pengadilan; 
2) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti 
secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi 
perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana; 
3) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa 
terbukti, tetapi amar/dictum putusan hakim 
melepaskan terdkawa dari segala tuntutan hukum 
karena adanya alasan pemaaf (strafuitsluitings-
gronden/feit de ‘axcus) dan alasan pembenar 
(rechtsvaardigings-grond).  
 
Menurut Yahya Harahap (2000;331-333) menegaskan 
bahwa, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum 
dapat dibandingkan dengan putusan bebas, hal ini dapat 
dilihat dari beberapa segi, antara lain: 
1) Ditinjau dari segi pembuktian; 
Pada putusan pembebasan, perbuatan tindak pidana 
yang didakwakan kepada etrdakwa “tidak terbukti” 
secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Jadi, 
tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-
undang secara negatif serta tidak memenuhi asas 
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batas pembuktian minimum yang diatur dalam Pasal 
183 KUHAP. Lain halnya pada putusan pelepasan 
dari segala tuntutan hukum. Apa yang didakwakan 
kepada terdakwa cukup terbukti secara sah, baik 
dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang 
maupun dari segi batas minimum pembuktian yang 
diatur dalam Pasal 183 KUHAP, akan tetapi perbuatan 
yang terbukti tadi “tidak” merupakan tindak pidana”. 
Tegasnya perbuatan yang didakwakan dan yang telah 
terbukti tadi, tidak diatur dan tidak termasuk dalam 
ruang lingkup hukum pidana, tetapi termasuk dalam 
ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum 
dagang, ataupun hukum adat; 
2) Ditinjau dari segi penuntutan 
Pada putusan pembebasan, perbuatan yang 
dilakukan dan didakwakan kepada terdakwa benar-
benar perbuatan tindak pidana yang harus dituntut 
dan diperiksa di sidang pengadilan pidana. Cuma dari 
segi penilaian pembuktian, pembuktian yang ada tidak 
cukup mendukung keterbukaan kesalahan terdakwa. 
Oleh karena itu, kesalahan terdakwa tidak terbukti. 
Karena kesalahannya tidak terbukti, maka terdakwa 
“diputus bebas”, dan membebaskan dirinya dari 
ancaman pidana yang diancamkan pada pasal tindak 
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pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan 
pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, 
hakikatnya apa yang didakwakan kepadanya bukan 
merupakan tindak pidana. Barangkali hanya berupa 
kuasi tindak pidana, seolah-olah penyidik dan 
penuntut umum melihatnya sebagai perbuatan pidana 
b. Putusan yang Bukan Putusan Akhir/Putusan Sela 
1) Penetapan yang menentukan berwenang tidaknya pengadilan 
untuk mengadili suatu perkara; 
2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum batal demi hukum (nietig van rechtswege/null and void). 
3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan 
dengan permasalahan dan pembahasan penulis ini, maka penulis 
melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota makassar, 
Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar. 
Tempat penelitian tersebut dipilih oleh penulis, karena dianggap 
berkesesuaian dengan judul yang diangkat oleh penulis. 
 
B. Jenis-jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
digolongkan dalam 2 (dua) bagian yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil 
wawancara secara langsung dengan pihak terkait untuk memberikan 
keterangan-keterangan yang dibutuhkan dengan judul penulis. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-
dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya dengan 
relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui 
perpustakaan pada instansi terkait. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data 
yaitu: 
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Penelitian pustakaan dilaksanakn untuk mengumpulkan sejumlah 
data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, terhadap 
dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan 
penelitian ini. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Wawancara (interview) sehubungan dengan kelengkapan data 
yang akan dikumpulkan maka penulis melakukan wawancara dengan 
pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan 
judul yang ditulis. 
 
D. Analisi Data 
Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama 
proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder 
dianalisis secara kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu 
menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh 
penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu 
memberikan gambaran secara jelas. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Materil Terhadap Tindak Pidana 
Penganiayaan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu. 
1. Posisi Kasus 
 
Bahwa pada awalnya ketika terdakwa yang merupakan mantan 
karyawan dari korban Lk. Anggiat merasa jengkel karena selama ini 
korban selalu menjanji-janji akan mengirim/mentransfer uang kepada 
terdakwa namun tidak pernah dikirim. Terdakwa juga merasa tidak 
nyaman lagi bekerja karena selama ini saksi korban Lk. Anggiat selalu 
membatasi ruang gerak terdakwa dan puncaknya adalah pada saat 
pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Makassar dimana terdakwa 
merasa jika korban mengadu domba terdakwa dengan karyawan lain 
melalui Handphone di Grup Clarion. Terdakwa juga pernah mendengar 
jika terdakwa keluar dari Clarion akan ditutup jalan keluar terdakwa 
sehingga tidak dapat bekerja lagi di hotel manapun. Pada bulan 
November 2013 saat terdakwa sudah tidak bekerja lagi dan menganggur, 
terdakwa yang sudah merasa emosi dan sakit hati bertekat jika bukan 
terdakwa mati maka korban Lk. Anggiat yang mati. 
Puncak kemarahan terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Juni 
2014, terdakwa lalu menyusun rencana agar bisa bertemu langsung 
dengan korban Lk. Anggiat dengan terlebih dahulu menghubungi korban 
melalui telepon sekitar pukul 10.00 wita dan janjian bertemu di Hotel 
Clarion jam 14.00 wita. Setelah korban mengiayakan selanjutnya sekitar 
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pukul 13.00 wita terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa 
sebilah badik dengan menaiki taxi menuju Hotel Clarion. Terdakwa 
menunggu korban di Restoran Carita, selanjutnya setengah jam kemudian 
korban Lk. Anggiat datang dan ketika mendekat ke arah terdakwa, 
terdakwa langsung menghunus badik yang sebelumnya telah terdakwa 
bawa dari rumah kearah korban, namun tidak mengenai karena korban 
sempat mengelak. Selanjutnya korban berusaha menyelamatkan diri 
namun dikejar oleh terdakwa sambil berteriak “saya bunuh kamu” dan 
saat berada di depan ruangan Sandeq Ballroom Hotel korban terjatuh 
dengan posisi terlentak dan terdakwa sudah berada di atas tubuh korban 
dan terdakwa langsung menusukkan badik yang dipegangnya ke arah 
dada korban, namun korban berhasil menahan dengan menggunakan 
tangan kanan sehingga terjadi tarik menarik antara korban dengan 
terdakwa dan ujung badik milik terdakwa tersebut sempat mengenai dada 
korban Lk. Anggiat. Saat badik tersebut terlepas dari tangan korban, 
terdakwa kembali menusukkan badiknya ke arah korban dan mengenai 
selangkangan paha kiri. Terdakwa kembali menusukkan badiknya kearah 
korban dan mengenai bagian lutu kaki kanan korban. Pada saat itulah 
datang saksi Lk. Stell yang melemparkan kursi ke arah terdakwa sehingga 
terdakwa terjatuh dan saksi korban Lh. Anggiat lalu bangun dan berusaha 
menyelamatkan diri.  
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2. Dakwaan 
PRIMAIR 
Bahwa ia terdakwa HAMZA GANI, pada hari Selasa tanggal 03 Juni 
2014 ekitar jam 14.15 wita atau setidak-tidknya pada waktu lain dalam 
tahun 2014, bertempat di Hotel Clarion Jl. Andi Pangeran Pettarani No. 03 
Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih 
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah 
melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu terhadap 
saksi korban Lk. Anggiat Sinaga yang mengakibatkan saksi korban 
mengalami luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara 
sebagai berikut : 
- Bahwa awalnya ketika terdakwa yang adalah mantan karyawan dari 
saksi korban Lk. Anggiat merasa jengkel karena selama ini saksi 
korban Lk. Anggiat selalu menjanji-janji akan mengirim/mentransfer 
uang kepada terdakwa namun tidak pernah dikirim dan terdakwa 
juga merasa tidak nyaman lagi bekerja karena selama ini saksi 
korban Lk. Anggiat selalu membatasi ruang gerak terdakwa dan 
puncaknya adalah  pada saat pemilihan Walikota dan Wakil 
Walikota Makassar dimana terdakwa merasa jika saksi korban Lk. 
Anggiat mengadu domba terdakwa dengan karyawan lain melalu 
handphone di Grup Clarion dan terdakwa juga pernah mendengar 
dari karyawan lain jika terdakwa keluar dari Clarion akan ditutup 
jalan terdakwa sehingga tidak dapat bekerja lagi di hotel manapun. 
Dan pada Bulan November 2013 saat terdakwa sudah tidak bekerja 
lagi dan menganggur, terdakwa yang sudah merasa emosi dan 
sakit hati bertekat jika bukan terdakwa mati maka saksi korban Lk. 
Anggiat yang mati. 
- Bahwa puncak kemarahan terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu 
03 Juni 2014 terdakwa lalu menyusun rencana agar bisa bertemu 
langsung dengan saksi korban Lk. Anggiat dengan terlebih dahulu 
menghubungi saksi korban Lk. Anggiat melalui telepon pada hari 
Rabu 03 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 wita dan janjian untuk 
bertemu di Hotel Clarion jam 14.00 wita. Setelah saksi korban Lk. 
Anggiat mengiayakan selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita terdakwa 
berangkat dari rumahnya dengan membawa sebilah badik dengan 
menaiki taxi menuju Hotel Clarion dan terdakwa menunggu saksi 
korban Lk. Anggiat di Restoran Carita, selanjutnya setengah jam 
kemudian saksi korban Lk. Anggiat datang dan ketika mendekat ke 
arah terdakwa terdakwa langsung menghunus badik yang 
sebelumnya telah terdakwa bawa dari rumah ke arah saksi korban 
Lk. Anggiat namun tidak mengenai karena saksi korban Lk. Anggiat 
sempat mengelak, selanjutnya saksi korban Lk. Anggiat berusaha 
menyelamatkan diri namun dikejar oleh terdakwa sambil berteriak 
“saya bunuh kamu” dan saat berada di depan ruangan Sandeq 
Ballroom Hotel saksi korban Lk. Anggiat terjatuh dan pada posisi 
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terlentak terdakwa sudah berada di atas tubuh saksi korban Lk. 
Anggiat dan terdakwa langsung menusukkan badik yang 
dipegangnya ke arah dada saksi korban Lk. Anggiat namun 
berhasil menahan dengan menggunakan tangan kanan sehingga 
terjadi tarik menarik antara saksi korban Lk. Anggiat dengan 
terdakwa dan ujung badik milik terdakwa tersebut sempat 
mengenai dada saksi korban Lk. Anggiat. Saat badik tersebut lepas 
dari tangan saksi korban Lk. Anggiat, terdakwa kembali 
menusukkan ke arah saksi korban dan mengenai selangkangan 
paha kaki kiri dan terdakwa kembali menusukkan badiknya ke arah 
saksi korban dan mengenai bagian lutut kaki kanan saksi korban 
Lk. Anggiat. Pada saat itulah datang saksi Lk. Steel Punuh yang 
melemparkan kursi ke arah terdakwa sehingga terdakwa terjatuh 
dan saksi korban Lk. Anggiat lalu bangun dan berusaha 
menyelamatkan diri. 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi 
korban Lk. Anggiat Sinaga mengalami luka : 
1. Pada tangan kanan : 
 Terdapat luka robek di telapak tangan melintang sepanjang 8 
cm sedalam 1 cm dengan tepi rata disertai tanda-tanda 
pendarahan aktif; 
 Terlihat otot dan tendon di dasar luka; 
2. Pada ibu jari tangan kiri: 
 Terdapat luka robek diagonal di seperempat ujung kuku 
bagian luar ibu jari tangan kiri sepanjang 1 cm dengan tepi 
rata, tampak darah dan bagian ujung kuku nyaris terlepas; 
3. Pada selangkangan kaki kiri: 
 Terdapat luka robek di daerah selangkangan sebelah kiri 
dengan ukuran 1,5 cm kali 1 cm sedalam 0,2 cm dengan 
luka rata tampak lemak pada dasar luka; 
4. Pada lutut kaki kanan : 
 Terdapat luka sepanjang 2 cm sedalam 0,5 cm dengan tepi 
luka rata, dasar luka otot dan tampak pendarahan aktif; 
 
Kesimpulan 
Telah diperiksa seorang penderita laki-laki umur 46 tahub, ditemukan 
penderita dalam keadaan sadar, GCS :E4M6V5 (GCS 15). Pada tangan 
kanan terdapat luka robek di telapak tangan kanan melintang disertai tanda-
tanda pendarahan aktif. Pada ibu jari tangan kiri terdapat luka robek diagonal 
di deperempat ujung kuku bagian luar ibu jari tangan kiri. Pada 
selangkangan kaki kiri terdapat luka robek di daerah paha selangkangan 
sebelah kiri. Pada lutut kaki kanan terdapat luka robek, tampak pendarahan 
aktif. Kelainan tersebut dapat terjadi akibat kekerasan benda tajam 
 
Sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam Hospital Makassar 
No: 14A06093/06/SHKM/MRD/IV/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang ditanda 
tangani oleh dr. Sandra Adiyavama. 
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Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 353 Ayat (1) KUHP. 
 
SUBSIDIAIR 
Bahwa ia terdakwa HAMZA GANI, pada hari Selasa tanggal 03 
Juni 2014 ekitar jam 14.15 wita atau setidak-tidknya pada waktu lain 
dalam tahun 2014, bertempat di Hotel Clarion Jl. Andi Pangeran 
Pettarani No. 03 Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat 
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, telah melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih 
dahulu terhadap saksi korban Lk. Anggiat Sinaga yang 
mengakibatkan saksi korban mengalami luka, perbuatan mana 
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
- Bahwa awalnya ketika terdakwa yang adalah mantan karyawan dari 
saksi korban Lk. Anggiat merasa jengkel karena selama ini saksi 
korban Lk. Anggiat selalu menjanji-janji akan mengirim/mentransfer 
uang kepada terdakwa namun tidak pernah dikirim dan terdakwa 
juga merasa tidak nyaman lagi bekerja karena selama ini saksi 
korban Lk. Anggiat selalu membatasi ruang gerak terdakwa dan 
puncaknya adalah  pada saat pemilihan Walikota dan Wakil 
Walikota Makassar dimana terdakwa merasa jika saksi korban Lk. 
Anggiat mengadu domba terdakwa dengan karyawan lain melalu 
handphone di Grup Clarion dan terdakwa juga pernah mendengar 
dari karyawan lain jika terdakwa keluar dari Clarion akan ditutup 
jalan terdakwa sehingga tidak dapat bekerja lagi di hotel manapun. 
Dan pada Bulan November 2013 saat terdakwa sudah tidak bekerja 
lagi dan menganggur, terdakwa yang sudah merasa emosi dan 
sakit hati bertekat jika bukan terdakwa mati maka saksi korban Lk. 
Anggiat yang mati. 
- Bahwa puncak kemarahan terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu 
03 Juni 2014 terdakwa lalu menyusun rencana agar bisa bertemu 
langsung dengan saksi korban Lk. Anggiat dengan terlebih dahulu 
menghubungi saksi korban Lk. Anggiat melalui telepon pada hari 
Rabu 03 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 wita dan janjian untuk 
bertemu di Hotel Clarion jam 14.00 wita. Setelah saksi korban Lk. 
Anggiat mengiayakan selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita terdakwa 
berangkat dari rumahnya dengan membawa sebilah badik dengan 
menaiki taxi menuju Hotel Clarion dan terdakwa menunggu saksi 
korban Lk. Anggiat di Restoran Carita, selanjutnya setengah jam 
kemudian saksi korban Lk. Anggiat datang dan ketika mendekat ke 
arah terdakwa terdakwa langsung menghunus badik yang 
sebelumnya telah terdakwa bawa dari rumah ke arah saksi korban 
Lk. Anggiat namun tidak mengenai karena saksi korban Lk. Anggiat 
sempat mengelak, selanjutnya saksi korban Lk. Anggiat berusaha 
menyelamatkan diri namun dikejar oleh terdakwa sambil berteriak 
“saya bunuh kamu” dan saat berada di depan ruangan Sandeq 
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Ballroom Hotel saksi korban Lk. Anggiat terjatuh dan pada posisi 
terlentak terdakwa sudah berada di atas tubuh saksi korban Lk. 
Anggiat dan terdakwa langsung menusukkan badik yang 
dipegangnya ke arah dada saksi korban Lk. Anggiat namun 
berhasil menahan dengan menggunakan tangan kanan sehingga 
terjadi tarik menarik antara saksi korban Lk. Anggiat dengan 
terdakwa dan ujung badik milik terdakwa tersebut sempat 
mengenai dada saksi korban Lk. Anggiat. Saat badik tersebut lepas 
dari tangan saksi korban Lk. Anggiat, terdakwa kembali 
menusukkan ke arah saksi korban dan mengenai selangkangan 
paha kaki kiri dan terdakwa kembali menusukkan badiknya ke arah 
saksi korban dan mengenai bagian lutut kaki kanan saksi korban 
Lk. Anggiat. Pada saat itulah datang saksi Lk. Steel Punuh yang 
melemparkan kursi ke arah terdakwa sehingga terdakwa terjatuh 
dan saksi korban Lk. Anggiat lalu bangun dan berusaha 
menyelamatkan diri. 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi 
korban Lk. Anggiat Sinaga mengalami luka : 
1. Pada tangan kanan : 
 Terdapat luka robek di telapak tangan melintang sepanjang 8 
cm sedalam 1 cm dengan tepi rata disertai tanda-tanda 
pendarahan aktif; 
 Terlihat otot dan tendon di dasar luka; 
2. Pada ibu jari tangan kiri: 
 Terdapat luka robek diagonal di seperempat ujung kuku 
bagian luar ibu jari tangan kiri sepanjang 1 cm dengan tepi 
rata, tampak darah dan bagian ujung kuku nyaris terlepas; 
3. Pada selangkangan kaki kiri: 
 Terdapat luka robek di daerah selangkangan sebelah kiri 
dengan ukuran 1,5 cm kali 1 cm sedalam 0,2 cm dengan 
luka rata tampak lemak pada dasar luka; 
4. Pada lutut kaki kanan : 
 Terdapat luka sepanjang 2 cm sedalam 0,5 cm dengan tepi 
luka rata, dasar luka otot dan tampak pendarahan aktif; 
 
Kesimpulan 
Telah diperiksa seorang penderita laki-laki umur 46 tahub, ditemukan 
penderita dalam keadaan sadar, GCS :E4M6V5 (GCS 15). Pada tangan 
kanan terdapat luka robek di telapak tangan kanan melintang disertai tanda-
tanda pendarahan aktif. Pada ibu jari tangan kiri terdapat luka robek diagonal 
di deperempat ujung kuku bagian luar ibu jari tangan kiri. Pada 
selangkangan kaki kiri terdapat luka robek di daerah paha selangkangan 
sebelah kiri. Pada lutut kaki kanan terdapat luka robek, tampak pendarahan 
aktif. Kelainan tersebut dapat terjadi akibat kekerasan benda tajam 
 
Sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam Hospital Makassar 
No: 14A06093/06/SHKM/MRD/IV/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang ditanda 
tangani oleh dr. Sandra Adiyavama. 
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Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 
351 Ayat (1) KUHP. 
 
 
3. Analisi Penulis 
Seuai dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa serta 
dihubungkan dengan alat bukti surat, bahwa benar terdakwa HAMZA GANI, 
pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 ekitar jam 14.15 wita atau setidak-
tidknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Hotel Clarion Jl. 
Andi Pangeran Pettarani No. 03 Makassar atau setidak-tidaknya pada 
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Makassar, telah melakukan penganiayaan yang direncanakan 
terlebih dahulu terhadap saksi korban Lk. Anggiat Sinaga yang 
mengakibatkan saksi korban mengalami luka, perbuatan mana dilakukan 
terdakwa dengan cara sebagai berikut  
Bahwa awalnya ketika terdakwa yang adalah mantan karyawan dari 
saksi korban Lk. Anggiat merasa jengkel karena selama ini saksi korban 
Lk. Anggiat selalu menjanji-janji akan mengirim/mentransfer uang kepada 
terdakwa namun tidak pernah dikirim dan terdakwa juga merasa tidak 
nyaman lagi bekerja karena selama ini saksi korban Lk. Anggiat selalu 
membatasi ruang gerak terdakwa dan puncaknya adalah  pada saat 
pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar dimana terdakwa 
merasa jika saksi korban Lk. Anggiat mengadu domba terdakwa dengan 
karyawan lain melalu handphone di Grup Clarion dan terdakwa juga 
pernah mendengar dari karyawan lain jika terdakwa keluar dari Clarion 
akan ditutup jalan terdakwa sehingga tidak dapat bekerja lagi di hotel 
manapun. Dan pada Bulan November 2013 saat terdakwa sudah tidak 
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bekerja lagi dan menganggur, terdakwa yang sudah merasa emosi dan 
sakit hati bertekat jika bukan terdakwa mati maka saksi korban Lk. Anggiat 
yang mati. 
Bahwa puncak kemarahan terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu 
03 Juni 2014 terdakwa lalu menyusun rencana agar bisa bertemu 
langsung dengan saksi korban Lk. Anggiat dengan terlebih dahulu 
menghubungi saksi korban Lk. Anggiat melalui telepon pada hari Rabu 03 
Juni 2014 sekitar pukul 10.00 wita dan janjian untuk bertemu di Hotel 
Clarion jam 14.00 wita. Setelah saksi korban Lk. Anggiat mengiayakan 
selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita terdakwa berangkat dari rumahnya 
dengan membawa sebilah badik dengan menaiki taxi menuju Hotel 
Clarion dan terdakwa menunggu saksi korban Lk. Anggiat di Restoran 
Carita, selanjutnya setengah jam kemudian saksi korban Lk. Anggiat 
datang dan ketika mendekat ke arah terdakwa terdakwa langsung 
menghunus badik yang sebelumnya telah terdakwa bawa dari rumah ke 
arah saksi korban Lk. Anggiat namun tidak mengenai karena saksi korban 
Lk. Anggiat sempat mengelak, selanjutnya saksi korban Lk. Anggiat 
berusaha menyelamatkan diri namun dikejar oleh terdakwa sambil 
berteriak “saya bunuh kamu” dan saat berada di depan ruangan Sandeq 
Ballroom Hotel saksi korban Lk. Anggiat terjatuh dan pada posisi terlentak 
terdakwa sudah berada di atas tubuh saksi korban Lk. Anggiat dan 
terdakwa langsung menusukkan badik yang dipegangnya ke arah dada 
saksi korban Lk. Anggiat namun berhasil menahan dengan menggunakan 
tangan kanan sehingga terjadi tarik menarik antara saksi korban Lk. 
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Anggiat dengan terdakwa dan ujung badik milik terdakwa tersebut sempat 
mengenai dada saksi korban Lk. Anggiat. Saat badik tersebut lepas dari 
tangan saksi korban Lk. Anggiat, terdakwa kembali menusukkan ke arah 
saksi korban dan mengenai selangkangan paha kaki kiri dan terdakwa 
kembali menusukkan badiknya ke arah saksi korban dan mengenai 
bagian lutut kaki kanan saksi korban Lk. Anggiat. Pada saat itulah datang 
saksi Lk. Steel Punuh yang melemparkan kursi ke arah terdakwa 
sehingga terdakwa terjatuh dan saksi korban Lk. Anggiat lalu bangun dan 
berusaha menyelamatkan diri. 
Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas diperoleh petunjuk bahwa 
telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih 
dahulu terhadap Lk. Anggiat Sinaga yang dilakukan oleh Hamzah Gani, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 353 
ayat (1)  KUHP. 
Menyangkut penerapan unsur pasal ke dalam kasus. 
1. Pasal 351 ayat (1) 
a. Barang Siapa 
Pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang 
atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan 
dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dalam 
hal ini tersangka HAMZAH GANI dapat mempertanggung 
jawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut, maka 
unsur barang siapa terpenuhi.  
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b. Dengan sengaja 
Sengaja berarti pelaku telah mengetahui dan sadar atas 
perbuatan yang dilakukannya. Dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (Criminal Wetboek) tahun 1809 dicantumkan 
bahwa sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak 
melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-
undang. 
Berdasarkan uraian pengertian dengan sengaja tersebut 
dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan 
sesuai alat bukti dan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa, 
maka dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa disadari apa 
yang dilakuakan serta akibatnya. 
Berdasarkan fakta di atas, maka unsur dengan sengaja 
telah terbukti secara ah dan meyakinkan menurut hukum. 
c. Melakukan penganiayaan 
Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa 
yang dimaksud dengan penganiayaan yakni antara lain 
menyebabkan orang sakit atau mendapat luka, yang mana 
dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam 
persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa 
tersangka HAMZAH GANI telah menganiaya korban Anggiat 
Sinaga. Awalnya tersangka menghubungi korban Anggiat 
meminta untuk bertemu, setelah korban menyetujui terdakwa 
lalu menuju ke Hotel Clarion tempat dimana tersangka dan 
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korban janjian untuk bertemu. Saat telah bertemu tersangka 
langsung menghunus badik yang sebelumnya telah terdakwa 
bawa dari rumah kearah korban, namun tidak mengenai karena 
korban sempat mengelak. Selanjutnya korban berusaha 
menyelamatkan diri namun dikejar oleh terdakwa sambil 
berteriak “saya bunuh kamu” dan saat berada di depan ruangan 
Sandeq Ballroom Hotel korban terjatuh dengan posisi terlentak 
dan terdakwa sudah berada di atas tubuh korban dan terdakwa 
langsung menusukkan badik yang dipegangnya ke arah dada 
korban, namun korban berhasil menahan dengan 
menggunakan tangan kanan sehingga terjadi tarik menarik 
antara korban dengan terdakwa dan ujung badik milik terdakwa 
tersebut sempat mengenai dada korban Lk. Anggiat. Saat badik 
tersebut terlepas dari tangan korban, terdakwa kembali 
menusukkan badiknya ke arah korban dan mengenai 
selangkangan paha kiri. Terdakwa kembali menusukkan 
badiknya kearah korban dan mengenai bagian lutu kaki kanan 
korban. Akibat perbuatan tersangka tersebut menyebabkan 
korban Anggiat Sinaga mengalami luka sesuai dengan Visum 
Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam Hospital Makassar No.: 
14A06093/06/SHMK/MRD/IV/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang 
ditanda tangani oleh dr. Sandra Adityavarna. 
Berdasarkan fakta tersebut, maka unsur melakukan 
penganiayaan telah terbukti secara sah menurut hukum. 
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2. Pasal 353 ayat (1) 
Unsur direncanakan terlebih dahulu. 
Berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh dari keterangan 
saksi-saksi yang dibenarkan oleh tersangka, dihubungkan dengan barang 
bukti diperoleh fakta bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka 
terhadap korban telah direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa. 
Awalnya tersangka meminta bertemu dengan korban. Ketika bertemu 
dengan korban tersangka membawa sebilah yang digunkan tersangka 
untuk menganiaya korban yang mengakibatkan korban mengalami luka-
luka. 
Berdasarkan uraian di atas, maka terdakwa secara sah dan 
meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu. 
 
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang 
Direncanakan Terlebih Dahlu. 
Menyikapi pedoman hakim memberikan putusan pidana seperti 
yang tertera dalam Pasal 10 KUHP, maka seorang hakim mempunyai 
kewajiban yang tertera dalam Pasal 28 UU No. 4 Th. 2004 Jo UU 48 Th. 
2009 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan juga melihat 
unsur-unsur yang terdapat pada pasal yang dikenakan. Demikian juga 
dapat dikatakan penganiayaan apabila sifat kasus tersebut ada pada 
unsur-unsur Pasal 353 ayat (1) KUHP. 
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Pengadilan merupakan instansi yang dipimpin langsung oleh hakim 
dan yang berhak untuk menjatuhkan hukuman, maka hakim dituntut harus 
dapat melihat dan mendengar dengan jeli dan peka dalam menjalankan 
persidangan seperti yang tercantum dalam Pasal 183, 184 KUHAP dan 
Pasal 28 UU No. 4 Th. 2004. Dalam kasus pidana pencurian kendaraan 
bermotor dengan pemberatan, hakim selain harus menguraikan unsur-
unsur yang terdapat dalam Pasal 353 ( 1 ) , juga harus menguraikan 
unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, yaitu 
sebagai berikut: 
a) Pembuktian. 
Berdasarkan Pasal 183 KUHAP menerangkan bahwa: Hakim tidak 
boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan 
sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang 
terbukti melakukannya. Ketentuan ini untuk menjamin tegaknya 
kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Maka hakim 
dalam hukum acara pidana berkewajiban menetapkan: 
1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti 
menurut pemeriksaan pengadilan. 
2. Apa yang telah membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas 
perbuatanperbuatan yang didakwakan. 
3. Tindak pidana apakah yang telah dilakukan sehubungan 
dengan perbuatanperbuatan itu. 
4. Hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. 
5.  Pelaksanaan, penghambatan dan pengawasan. 
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Bukti tersebut akan menjadi terang tindak pidana yang 
didakwakan dan menambah keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-
benar bersalah dan sebagai pelaku serta untuk menentukan berat 
ringannya pidana yang akan dijatuhkan. 
b) Jenis-Jenis Alat Bukti. 
Didalam KUHAP telah mengatur tentang jenis-jenis alat-alat bukti 
yang di atur pada Pasal 184 KUHAP yaitu: 
1. Keterangan saksi 
2. Keterangan ahli 
3. Surat 
4. Petunjuk 
5. Keterangan terdakwa 
 
Alat bukti ialah apa yang merupakan alat bukti yang mengandung 
maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas peristiwa, sehingga 
dapat dilihat. Hal tersebut sebagai perwujudan dari pasal 183 KUHAP 
yang mana tidak akan dapat dijatuhi pidana kecuali sekurang-kurangnya 
dua alat bukti, sesuai dengan alat bukti maka dapat menjawab semua 
sangkalan yang dikemukakan oleh terdakwa dan jika berusaha mengelak. 
Hakim dalam menjatuhkan putusan akan menilai semua alat bukti 
yang sah untuk menyusun keyakinan hakim dengan mengemukankan 
unsur-unsurnya kejahatan yang didakwakannya menurut hukum pidana 
atau tidak, serta pidana apa yang setimpal dengan perbuatannya. 
Maka tugas hakim dalam praktek penjatuhan hukuman terhadapa 
tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian berpedoman 
pada Pasal 183 dan 184 KUHAP, Pasal 28 UU No. 4 Th. 2004 jo UU No. 
48 Th. 2009 , dan melihat unsur-unsur pada Pasal 353 (1) KUHP. 
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Sehingga dalam hal ini hakim memiliki keluwesan dalam mencari 
kebenaran hakiki dan menjunjung tinggi keadilan. 
Di dalam persidangan, ada pembacaan tuntutan, keterangan saksi 
yang memberatkan, tanggapan dari tersangka yaitu bisa sendiri atau 
diwakili pengacaranya, keterangan saksi yang meringankan, dan adanya 
putusan hakim. Dalam hal putusan hakim, hakim memutuskan 
berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan seperti yang 
tertera dalam UU No. 4 Th. 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan 
berdasarkan pasal 183 dan pasal 184 KUHAP dengan pertimbangan 
unsur-unsur pada tututan Jaksa dan KUHP. 
Dalam hal ini, seorang hakim hanya dapat memberi hukuman 
pidana yang hanya tertera / tercantum dalam pasal 10 KUHP. Hakim 
dalam memutuskan perkara tidak hanya berpatokan pada KUHAP dan UU 
No. 4 Th. 2004 saja namun juga harus melihat pada unsur-unsur 
pidananya dalam KUHP seperti yang didakwakan Penuntut Umum dalam 
surat tuntutan. Tanpa mengurangi tujuan dan maksud dari pemberian 
sanksi yang terdapat pada konsep kedua aliran hukum pidana yang 
tersebut terdahulu, yang memiliki beberapa karakteristik (Nawawi, 43: 
1996) sebagai berikut: 
a. Pertanggung jawaban (pidana) bersifat pribadi / perorangan 
(asas personal); 
b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas 
culpabilitas; tiada pidana tanpa kesalahan); 
c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si 
pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibelikasi bagi 
hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat 
ringanya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana 
(perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaanya. 
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Dalam perkara Nomor : 1322/Pid.B/2014/PN.Mks. hakim menjatuh 
putusan 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan lebih ringan 8 (delapan) bulan dari 
tuntutan jaksa. 
Sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, terlebih dahulu 
Majelis Hakim memiliki hal-hal yang dipertimbangkan. Misalnya, kasus 
tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu. Ada hal-
hal yang yang dapat meringankan hukuman, yaitu : 
1. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji  
tidak akan mengulanginya lagi. 
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan. 
3. Terdakwa belum pernah dihukum. 
Sebaliknya Majelis Hakim juga mepertimbangkan hal-hal yang 
dapat meperberat hukuman, yaitu : 
1. Sifat dari perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan 
tekanan psikis yang mendalam bagi korban. 
2. Perbuatan terdakwa merugikan kesehatan orang lain. 
Dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim berpegang pada asas 
“Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“. Dan yang 
menjadi pertimbangan selain hal–hal yang telah disebutkan di atas, 
adalah fakta di persidangan yang terungkap tentang peristiwa yang terjadi 
dan didasarkan pada tututan dari Jaksa Penuntut Umum. 
Menurut     bentuk putusan pada umumnya ada tiga macam yaitu: 
1. Putusan yang mengandung pembebasan (Vrijspraak) menurut 
Pasal 191 ayat (1) KUHAP. 
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2. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala 
tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) menurut 
Pasal 191 ayat (2) KUHAP. 
3. Putusan yang mengandung suatu penghukuman terdakwa 
(veroordeling), menurut Pasal 193 KUHAP. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka 
pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan 
kepada terdakwa, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa 
diajukan didepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :  
Primair : Pasal 353 Ayat (1) KUHP dan Subsidair  : Pasal 351 Ayat 
(1) KUHP. Dan berdasarkan fakta yang ada di persidangan baik 
menyangkut barang bukti maupun alat bukti menyangkut tindak 
pidan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu 
sebagaimana dalam perkara Nomor : 1322/Pid.B/2014/PN.Mks, 
oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam 
Dakwaan Primair Pasal 353 Ayat (1) KUHP telah terbukti dan pada 
diri terdakwa tidak ditemuakan alasan pembenar maupun pemaaf 
yang dapat meniadakan pertanggung jawaban pidana, maka 
terhadap terdakwa harus dipersalahkan melakukan tindak pidana 
“penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu” berdasarkan 
pasal 353 Ayat (1) oleh karena itu harus dipertanggung jawabkan 
secara pidana atas perbuatannya. 
2. Dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim berpegang pada 
asas “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“. 
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Dan yang menjadi pertimbangan selain hal–hal yang meringankan 
maupun memberatkan terdakwa, adalah fakta di persidangan yang 
terungkap tentang peristiwa yang terjadi dan didasarkan pada 
tututan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam perkara 
1322/Pid.B/2014/PN.Mks, hakim menjatuhkan putusan 1 ( tujuh ) 
tahun, 6 (enam) bulan penjara lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 
2 (dua) tahun 2 (dua) Bulan. Dalam hal ini, seorang hakim hanya 
dapat memberi hukuman pidana yang hanya tertera / tercantum 
dalam pasal 10 KUHP. Hakim dalam memutuskan perkara tidak 
hanya berpatokan pada KUHAP dan UU No. 4 Th. 2004 saja 
namun juga harus melihat pada unsur-unsur pidananya dalam 
KUHP seperti yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat 
tuntutan. 
B. Saran 
1. Aparat penegak hukum dalam hal ni pihak kejasaan harus 
meningkatkan sumber daya manusia, oleh karena tindak pidana 
yang terjadi pengalami peningkatan baik secara kualitas maupun 
kuantitas. 
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan betul-betul memperhatikan 
nilai-nili keadilan dalam masyarakat 
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